PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESI A
TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELISPERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONES A

Sadah mempdgai, mendaeh, dan mempetimbangkan dengan ssksama dan sungguh-sungguh
ha-ha yang bersfa mendasyr yang dihadgpi oleh rekya, bangsa, dan negara, serta dengan
menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasd 37 UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesa Tahun 1945, Mgdis Permusyawvaratan Rakyat Republik Indonesa mengubah danvatau
menambah Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasd 3 Aya (1), (3), dan (4); Pasd 6 Ayat (1), dan (2); Pesd
6A Aya (1), (2), (3), dan (5); Pasd 7A; Pasd 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasd 7C;
Pasd 8 Aya (1) dan (2); Pasd 11 ayat (2) dan (3; Pasd 17 Ayat (4); Bab VIIA, Pasd 22C Aya
D, (2, (3), dan (4); Pad 22D Aya (1), (2), (3), dan (4); Bab VIIb, Pasd 22E Aya (1), (2), (3),
4), (5), dan (6); Pasd 23 Ayat (1), (2), (3); Pasd 23A; Pasd 23C; Bab VIIIA, Pasd 23E Aya (1),
(2), (3), dan (4); Pasd 23F Aya (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasd 24 Ayat (1) dan (2);
Pasal 24A Aya (1), (2), (3), (4), dan (5); Pesdl 24B Aya (1), (2), (3), dan (4); Pasdl 24C Ayat (1),
2, 3, 4, (5, dan (6) UndangUndang Dasxr Negara Republik Indonesa Tahun 1945 sehingga
selengkapnyaberbunyi sebaga berikut:

Pasal 1

2 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
3 Negara Indonesia addah negara hukum.

Pasal 3

2 Mgdis Permusyawvaratan Rakyat berwenang mengubah dan mengigpkan Undang-Undang
Dasar.

€)) Mgdis Permusyawvaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

4 Madis Permusyawaratan Rekyat hanya dapat memberhentiken Presden danatau Wakil
Presden ddam measa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 6
@ Cdon Presden dan cdon Wakil Presden harus warga negara Indonesia sgak keahirannya
dan tidek pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidek pernah
mengkhiandi negara, serta mampu secara rohani dan jasman untuk meaksanakan tuges

dan kewgjibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
2 Syaratsyaat untuk menjadi Presden dan Wakil Presden diaur lebih lanjut  dengan

undang-undang.

Pasal 6A

@ Presiden dan Wakil Presiden dipilih ddam satu pasangan secara langsung oleh rekyat.
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2 Pasangan cdon Presden dan Wakil Presden diusulkan olen pata politik atau gabungan
parta politik peserta pemilihan umum sebeum peaksanaan pemilihan umum.

) Pasangan cdon Presden dan Wakil Presden yang mendgpatkan suara lebih lama dai lima
puuh presden dai jumlah suara ddam pemilihan umum sebdum pdaksanaan pemilihen
umum.

©) Tata caa pdaksanaan pemilihan Presden dan Wakil Presden lebih lanjut digur ddam

undang-undang.

Pasal 7A

Presden dan/aau Wakil Presden damt diberhentiken ddam masa jebaannya oleh Mgdis
Permusyavaratan Rekyat aas usul Dewan Pewekilan Rekyat, bak apabila terbukti telah
meakukan peanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korups, penyuapan, tindak
pidana berat lannya, a@au perbuatan tercda maupun gpabila terbukti tidek lagi memenuhi syara
sebagal Presiden dan/atau Wakil Presden.

Pasal 7B

(@) Usul pemberhentian Presden davatau Wakil Presden dapat diguken oleh Dewan
Perwekilan Rekyat kepada Mgedis Permusyavaraan Rakya hanya dengan terlebih dahulu
menggukan permintaan  kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan
memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rekyat bahwa Presden davatau Wakil Presiden
tdah mdakuken pdanggaran hukum berupa penghiatan terhadgp negara,  korups,
penyugpan, tindek pidana berat lannya, atau perbuatan tercda; dan/atau pendapat bahwa
Presden dan/aau Wekil Presden tidek lagi memenuhi syarat sebaga Presden dan/atau
Wekil Presiden.

2 Pendapat Dewan Pewakilan Rakya bahwa Presden dan/atau Wekil Presden tdah
meakukan pdanggaran hukum terssbut aaupun tdah tidek lagi memenuhi syarat sebaga
Presden davatau Wakil Presden addah ddam rangka pdaksanaen fungs pengawasan
Dewan Perwekilan Rakyat.

3 Pengguan permintean Dewan Pewakilan Rekya kepada Mahkamah Konditus hanya
dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dai jumlah anggota Dewan
Pewakilan Rakyat yang haedir ddam sdang paipuna yang dihedii oleh  sekurang
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

4 Mahkamah Kongditus wgib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seedil-adilnya
terhadep pendapa Dewan Peaweakilan Rakya terssbut pding lama sembilan puluh  hari
setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Kondtitus.

5) Apabila Mahkamah Konditus memutuskan bahwa Presden davaau Wakil Presden
terbukti meakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhedap negara,  korups,
penyugpan, tindek pidana bera lannya, aau perbuatan tercda dan/atau terbukti bahwa
Presden davatau Wakil Presden, Dewan Pewakilan Rekya menydenggarakan sdang
paripurna untu merumuskan usul perberhentian Presden dan/atau Wakil Presiden kepada
Mg dis Permusyawaratan Rakyat.

(6) Madis Permusyavaratan Rakyat wgib menydenggarekan sdang untuk memutusken usul
Dewan Peweskilan Rekya tessbut pding lama tiga puluh hai sgak  Madis
Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.

) Keputusan Mgdis Pamusyavaratan Rekyat aas usul pemberhentian Presden dan/atau
Wakil Presden harus diambil dabm rgpat paripurna Maeis Permusyawaratan Rakya yang
dinediri oeh skurang-kurangnya %2 dai jumlah anggota dan disstujui oleh  sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, sstdah Presden davatau Wakil Presden
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diberi  kesampatan  menyampakan  penjdasan  ddam  rgpa paipuna  Mgdis
Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 7C

Presiden tidak dgpat membekukan darvatau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

@
@

Q.

©)

@

@)
@

©)
@

@

Pasal 8

Jka Presden mangkat, berhenti, diberhentiken, atau tidek dapat melakukan kewgibannya
odlam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presden sampal masa jabatannya

Ddam hd tejadi kekosongan Wekil Presden, sdambat-lanbainya ddam wektu enam
puuh hai, Magdis Permusyavaatan Rekyat menydenggaraken ddang untuk  memilih
Wekil Presdendari dua caon yang diusulkan oleh Presiden.

Pasal 11

Presden ddam membuat pejanjian internesond lainnya yang menimbulkan ekibat yang
luss dan  mendasar bagi kehidupan rekyat yang terkait dengan beban keuangan negarg,
davatau mengharuskan perubahan  a@au  pembentuken  undang-undang harus  dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rekyat.

Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasiond diatur dengan undang-undang.

Pasal 17

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara  diaur ddam undang-
undang

BAB VIIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setigp proving meldui pemilihan umum.

Anggota Dewan Pewekilan Dagrah dai sdtigp provind jumlahnya sama dan  jumlah
Sduruh anggota Dewan Perwakilan Rekya Daerah itu tidek lebih dari sepertiga jumlah
anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dewan Perwakilan Daerah bersdang sedikitnya sekai dadam setahun.

Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

Dewan Perwakilan Dagrah dapat menggukan kepada Dewan Pewakilan Rakyat
Rancangan Undang-undang yang bekatan dengan otonomi daerah, hubungan pusa dan
daerah, pembentukan dan pemaekaran sarta penggabungan daerah, pengdolaan sumber daya
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dan dan sumber daya ekonomi lannya, seta yang bekatan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah.

Dewan Pewekilan Daerah ikut membahas Rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan otonomi  dagrah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan pemekaran, dan
penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya dam dan sumber daya ekonomi lainnya,
sata perimbangan keuangan pusat dan daerah; sata memberikan pertimbangan  kepada
Dewan Pewekilan Rakya atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan bdanja
negaa dan Rancangan undang-undang yang bekatan dengan pgek, pendidiken, dan
agama

Dewan Pewakilan Dagrah dapat meakukan pengawasan aas peaksanaan undang-undang
mengend: otonomi  daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan
pusst dan dagrah, pengdolaan sumber daya dam dan sumber daya ekonomi lainnya,
peaksanaan anggaran pendgpatan dan belanja negara, pgak, pendidikan, dan agama sarta
menyampaikan hedl pengawasannya itu kepada Dewan Peawakilan Rakyat ssbaga bahan
pertimbangan untuk ditindeklanjuti.

Anggota Dewan Perwekilan Dagrah depat diberhentikan dari jabatannya, yang syaratsyarat
dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIIB
PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

Pemilihan umum dileksanekan secara langsung, umum, bebas, rahesia, jujur, dan adil sdtigp
limatahun sekdi.

Pemilihan umum disdenggaraken untuk memilih anggota Dewan Pewskilan Rekya,
Dewan Pewekilan Daerah, Presden dan Wakil Presden dan Dewan Pewekilan Rekyat
Daerah.

Pesarta pemilihen umum untuk memilih anggota Dewan Perwekilan Rekya dan anggota
Dewan Perweakilan Rakyat Daerah addah partal politik.

Pesgta pemilihen umum  untuk memilih anggota Dewan Pawekilan Dagrah addah
perseorangan.

Pemilihan umum disdenggaraken oleh suau komis  pemilihen umum yang bersfa
nesond, tetgp dan mandiri

Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pasal 23

Anggaan pendgpatan dan bdanja negara sbaga wujud dari pengdolaan keuangan negara
ditetgpken sdtigp tahun dengan undangundang dan dilaksanekan secara terbuka  dan
bertanggungjawab untuk sebesar-besarnyakemakmuran rakyet.

Rancangan undang-undang anggaran pendgpaan dan bdanja negara digukan oleh Presiden
untuk dibahas bersama Dewan Pewekilan Rekyat dengan memperhatiken pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Apabila Dewan Perwekilan Rekya tidek menyetujui Rancangan anggaran pendapatan dan
bdanja negaa yang diusulken oeh Presden, Pemeinteh menjdankan Anggaran
Pendgpatan dan Bdanja Negara tahun yang ldu.
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Pasal 23A

Pgak dan pungutan lan yang bersfa memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang

undang.

Hakha

@

@
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@
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@

@
@

Pasal 23C

lain mengena keuangan negara diatur dengan undang-undnag.

BAB VIIIA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

Untuk memeriksa pengelolaen dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadekan satu
badan Pemeriksa K euangan yang bebas dan mandiri.

Hasl pemeriksa keuangan negara disrahkan kepada Dewan Perwakilan Rekyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,sesua dengan kewenangnnya

Hasl pemerikssen tersébut ditindeklanjuti olen lembaga perwekilan dan/atau badan sesua

dengan undang-undang.

Pasal 23F

Anggota Badan Pemeiksa Keuangan dipilih oeh Dewan Pewakilan Rakya dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota negara, dan memiliki perwekilan di
Setigp proving.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

Pasal 24

Kekuassan kehekiman merupakan  kekuassan yang medeka untuk  menydenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keedilan.

Kekuasaan kehekiman dilakukan oleh ssbuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya ddam lingkungan peradilan umum, lingkungen peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan taa ussha negaa, dan oleh ssbuah
Mahkamah Kongtitug.

Pasal 24A
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Mahkamah Agung berwenang menjadi pada tingkat kasas, menguji perauran perundang
undangan di bawah undangundang terhadgp undang-undang, dan mempunya wewenang
lannya yang diberikan oleh undang-undang.

Hekim agung haus memiliki  integritas dan  kepribadian  yang  tidek tercda,  adil,
professond, dan berpengdaman di bidang hukum.

Cdon hakim agung diusulkan Komid Yudisd kepada Dewan Peawekilan Rakya untuk
mendapatkan persetujuan dan sdanjutnya ditetgpkan sebagal hakim agung oleh Presiden.

Ketua dan weakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.

Susunan, kedudukan, keanggotsen, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan
peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B

Komis Yudisd bersfa mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hekim agung
dan mempunya wewenang lain daam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabet, serta perilaku hakim.

Anggota Komig Yudisd harus mempunya pengetahuan dan pengdaman dibidang hukum
sertamemiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercda

Anggota Komis Yudiga diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rekyat.

Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komis Yudisd diatur dengan undang-undang.

Pasal 24C

Mahkamah Konditus berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir  yang
putusannya bersfa find untuk menguji undangundang terhadgp Undang-Undang Dasar,
memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
UndangUndang Dasa, memutusken pembubaran pata  politik, dan  memutuskan
persdishan tentang hasil pemilihan umum

Mahkamah Konditus wagib memberikan putusan aas pendgpat Dewan Perwakilan Rakyat
mengena  dugaan peanggaran oleh Presden davatau Wakil Presden menurut Undang
Undang Dasar.

Mahkamah Konditus mempunya sembilan  orang anggota hekim  konditus  yang
ditetapkan oleh Presden, yang digukan masng-mesing tiga orang oleh Mahkamah Agung,
tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Kondtitus dipilih dari dan oleh Hakim kongtitus.

Hakim konditus harus memiliki  integritas dan  kepribadian yang  tidek tercda,  adil,
negaravan yang menguasa konditus dan ketatanegaraan, serta tidek merangkep sebaga
pejabat negara.

Pengangkatan dan pemberhentian hekim konditus, hukum acara sata ketentuan lainnya
tentang Mahkamah Kondtitus diatur dengan undang-undang.

Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisshken dai naskah UndangUndang Dasar
Negara Republik Indonesa Tahun 1945. Perubahan tersbut diputuskan ddam Rapat Paripurna
Madis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesa ke-7 (lanjutan 2) tanggd 9 November 2001
Sdang Tahunan Mgdis Permusyavaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mula berleku pada
tanggd ditetapkan.
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Ditetgpkan di Jekarta
padatanggd 9 November 2001

MAJELISPERMUSYAWARATANRAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
KETUA

ttd

Prof. Dr. H.M. AMIEN RAIS

WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,
ttd ttd
Prof. Dr. Ir. GINANJAR Ir. SUTJIPTO

KARTASASMITA

WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,
ttd ttd

Prof. Dr. JUSUF AMIR Drs.HM. HUSNIE THAMRIN
FEISAL, SPd.

WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,

ttd ttd

Drs H.A.NAZRI ADLANI AGUSWIDJOJO
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